
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1652); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

a. bahwa proses Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah perlu 
didasarkan pada ketentuan dan kaidah yang 
menjunjung tinggi asas kepastian hukum agar terwujud 
kualitas Pengadaan Barang/jasa pemerintah yang dapat 
memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan 
kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk 
dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan 
berkelanjutan; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa agar Pengadaan 
Barang/Jasa dapat dilaksanakan lebih transparan, 
kompetitif dan akuntabel, perlu menyusun Rancangan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan 
Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah; 

c. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat 
dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan dan 
dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Tim 
Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pengadaan Barang/ J asa pad a Badan U saha 
Milik Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim 
Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha 
Milik Daerah; 

Mengingat 

Menimbang 

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH 
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Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pengadaan Barang/ J asa pada Badan U saha Milik 
Daerah, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan Sekretaris Daerah ini. 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM 
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG 
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN 
USAHA MILIK DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 4); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 101 
Tahun 2021 ten tang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahuri 
2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 7); 

KESA TU 

Menetapkan 



SEKRETARIS DAERAH 

KABUPo;;G, 

----- lrDJAROT SUPRIYOTO \ · 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 
1. Bupati Semarang; 
2. Anggota Tim; 
3. Arsip. 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal li ~\ ~ 

Keputusan Sekretaris Daerah mi mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

KELI MA 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan Sekretaris Daerah mi dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025. 

KEEMPAT 

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab 
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang. 

KETIGA 

Togas Tim se bagaimana dimaksud dalam Diktum KESA TU 
yaitu: 
a. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 

Bupati;dan 
b. menyediakan dokumen, data dan informasi yang 

diperlukan dalam proses dan penyusunan Rancangan 
Peraturan Bupati. 

KEDUA 
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SEKRETARIS DAERAH 

NO. JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Ketua 
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten 
Semarang 

2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Anggota 
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

3. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Anggota 
Bumi Serasi Kabupaten Semarang 

4. Direktur Utama Perseroan Terbatas Lembaga Anggota 
Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa 
Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang 

5. Direktur Perusahaan Perseroan Dae rah Anggota 
Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang 

6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Anggota 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

7. Analis Investasi dan Permodalan U saha pada Anggota 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

DAFTAR ANGGOTA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI 
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA 

PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENSEMARANG 
NOMOR: 450 / oolb /2025 
TENT ANG 
TIM PENYUSUN RAN CAN GAN 
PERATURAN BUPATI TENTANG 
PED OMAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PADA BADAN 
USAHA MILIK DAERAH 


